Menimbang :

Mengingat :

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR /7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

bahwa penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan
peruntukan, estetika, kesopanan, kesusilaan, kepatutan,
ketertiban, agama dan adat istiadat;

. bahwa izin penyelenggaraan reklame dilaksanakan untuk

mewujudkan ketertiban dan keindahan penyelenggaraan
reklame dalam wilayah Kota Kendari;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005
tentang izin penyelenggaraan reklame dan untuk
memberikan landasan hukum terhadap tata cara izin
penyelenggaraan reklame, maka perlu dilakukan
pengaturan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan

Reklame;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;



Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6349);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2005
tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;



8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME

BAEB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Kendari.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kota kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah
Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.

6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk
dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan suatu barang,
jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca
dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.

7. Penyelenggaraan Recklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan
yang meliputi perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan
pemanfaatan ruang kota yang serasi.

8. Penyclenggara reklame adalah orang pribadi atau badan vyang
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendirn atau
untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
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Penyelengaraan reklame untuk kepentingan sendiri adalah pemasangan
reklame di lahan sendinn yang bertujuan untuk memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum yang

berisi produk-produk sendiri.

Penyelenggaraan reklame untuk usaha reklame adalah pemasangan
reklame yang bertujuan untuk memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum yang berisi produk-

produk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Reklame Permanen adalah Reklame yang bersifat permanen/tetap atau
yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang.

Reklame insedentil adalah Reklame yang bersifat sementara atau yang
berjangka waktu beberapa hari atau bulan dan tidak lebih dari 1 (satu)
tahun.

Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak
dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite,
acrylic, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton,
logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang
disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat
pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik

bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Reklame Baliho adalah reklame vang terbuat dari papan kayu atau bahan
lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan
materinya mempromoesikan sualu even atau kegiatan yang bersifat
insidentil.

Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau
mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan
menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis,
termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag
chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan
standing banner.

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta
dengan ketentuan tidak wuntuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,
digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur,
leafleat, dan reklame dalam undangan.
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Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran
lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang
atau digantung pada suatu benda.

Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan
cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun
bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan

dan/atau dipancarkan.

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Reklame Suara adalah rcklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang
ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang
terdapat dalam bidang reklame.

lzin Mendirikan Bangunan IMB Prasarana Konstruksi Reklame adalah
perizinan berisi arahan teknis pembangunan konstruksi reklame.

Izin penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya di singkat IPR adalah
perizinan untuk penyelenggaraan reklame yang beirisi antara lain tcks
reklame atau gambar reklame atau logo reklame, jenis reklame, lokasi
titik reklame, jangka waktu dan ukuran media atau bidang reklame.

Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah naskah dinas yang berisi
pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan
Reklame.

Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang
diberikan bagi reklame insidentil, jenis Kain, Selebaran dan Melekat yang
berupa cap/stempel.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjuinya disingkal SSPD, adalah
bukti pembayaran atau bukti setoran pajak ke kas daerah atau tempat-
tempat pembayaran lain yang scsuai dengan petunjuk Kepala Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah adalah pungutan atas pemakaian
kekavaan daerah berupa pemakaian lanah dan bangunan, ruangan
untuk pesta, dan kendaraan /alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah.
Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dar
tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.



29, Penertiban adalah sebuah rangkaian tindakan dalam melakukan
pembongkaran materi reklame.

BABII
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini di maksudkan sebagai pedoman atau acuan untuk

(2)

(3)

pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan keselamatan,

keamanan, kesehatan, ketertiban umum, kemanfaatan, keagamaan,

kesusilaan, kesopanan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian
hukum serta menjaga ruang kota tetap berkualitas sesuai dengan rencana
kota.

Tujuan di tetapkannya Peraturan Walikota ini untuk :

a.

d.

Mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan

reklame;
Meningkatkan pelayanan kepada penyelenggara reklame;

Menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang penyelenggara

reklame ;dan

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ruang lingkup vang di atur dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas :

f.

b.

Penyelenggara Reklame;
Jenis Reklame;

Ketentuan penyelenggaraan Reklame Insedentil;

. Kewajiban dan larangan Penyelenggara Reklame;

Tata cara permohonan izin reklame permanen dan insedentil;

Tata cara perpanjangan izin;

. Perubahan penyelenggara dan materi reklame;dan

. Sanksi administrasi.



BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Penyelenggara Reklame

Pasal 3

(1) Setiap orang pnbadi, badan atau instansi pemerintah dapat
menyelenggarakan reklame di daerah.

(2) Penyelenggara reklame di daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1)
dapalt di lakukan :

a. untuk kepentingan sendin; atau
b. untuk kegiatan usaha reklame.

(3) Setiap penyelenggara reklame dalam sarana dan prasarana kota, harus
memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

a. pola penyebaran dan batasan teknis yang telah di tentukan;

b. kesopanan, kesusilaan, keindahan, ketertiban umum, keamanan,

kesehatan, dan lingkungan; dan
c¢. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(4) Sctiap penyelenggara reklame, dapat diselenggarakan setelah memiliki
perizinan dan membayar kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kedua
Jenis Reklame

Pasal 4

(1) Jenis Reklame yang diselenggarakan di daerah dibedakan menjadi :
a. reklame insidentil;

b. reklame permanen.

(2) Penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas :

a. reklame baliho;
b. reklame kain;:

c¢. reklame selebaran;



(3)

(1)

(2)

(3)

i,

. reklame melekat:

reklame film;
reklame udara;
reklame suara;
reklame apung;dan

reklame peragaan.

Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas :

a.
b.

C.

reklame Billboard/Papan;
reklame Megatron /videotron; dan

reklame berjalan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penyelenggaraan Reklame Insidentil

Pasal 5

Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan antara lain :

.

luas bidang reklame paling besar 24 m® (dua puluh empat] meter

persegi; dan

materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat

insidentil.

Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf b wajib memenuhi ketentuan antara lain :

a.

tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas,
tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, diatas
drainase, tanggul/talud pengaman dan pagar;

tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis
megatron dan jenis papan;dan

materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu

kegiatan yang bersifat insidentil.

Penyelenggaraan rcklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf ¢ wajib memenuhi ketentuan antara lain :



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

a. berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan
atau diberikan;dan

b. tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu

benda lain antara lain tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera
lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, di median jalan, trotoar, diatas
drainase, tanggul/talud pengaman, pohon dan pagar.
Penvelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf d wajib memenuhi ketentuan yaitu tidak diperbolehkan
ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan
Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.

Penyelenggaraan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf e wajib memenuhi ketentuan diselenggarakan dengan cara
menggunakan klise (celluloide).

Penyelenggaraan reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan titik jatuhnya tidak boleh
berada pada ruang milik jalan.

Penyelenggaraan reklame suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf g wajib memenuhi ketentuan antara lain :

a. diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau
dengan suara; dan
b. tidak boleh menimbulkan kebisingan.

Penyelenggaraan reklame apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf h wajib memenuhi ketentuan antara lain :

a. diselenggarakan diatas air; dan

b. tidak boleh mencemari air.

Penyelenggaraan reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf i wajib memenuhi ketentuan diselenggarakan dengan cara

memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan
Pasal 6

Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

wajib :



(2)

memasang plat dan atau stiker izin atau stempel masa berlaku izin

vang dapat terlihat dengan jelas;

memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang dapat
terlihat dengan jelas, bagl reklame megatron dan reklame
Billboard/Papan dengan luas bidang minimal 8 m? (delapan meter

persegi);
memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk
reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;

melakukan pengurusan plat/stiker baru apabila terjadi kehilangan;

. menyelesaikan pembongkaran dan pembersihan materi reklame apabila

izin telah berakhir;dan

menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang
bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

penyelenggara reklame sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), di

larang :

a.

b.

mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota;

menyelenggarakan reklame yang bertentangan sebagaimana di maksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b;dan

. menggunakan maten yvang mengandung unsur pornografi.

BAB IV
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin dari DPMPTSP.
(2) Izin dari DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

untuk penyelenggaraan reklame insidentil.

(3) Penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus mendapatkan tanda pengesahan dari Bapenda.

(4) Izin dan tanda pengesahan diberikan setelah pemohon membayarkan
pajak Reklame yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.



Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan

Insidentil

Pasal 8

Permohonan izin Penyelenggaraan Reklame permanen dan insidentil harus

memenuhi ¢

a. Persyaratan administrasi; dan
b. Persyaratan teknis.

Pasal 9

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a

untuk reklame permanen dan insidentil terdiri atas :

a.

b.

surat permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/atau izin operasional
perusahaan apabila diajukan oleh perusahaan;

NPWP Pribadi atau Perusahaaan dikecualikan untuk reklame
insidentil;

NPWPD;

fotokopi IMB prasarana konstruksi reklame dikecualikan untuk
reklame insidentil;

bukti lunas pembayaran pajak rellame;

surat pernyataan bermaterai cukup perihal bertanggung jawab atas
kewajiban memelihara dan menjaga keindahan Reklame dan
menanggung segala risiko atas segala akibat yang mungkin di
timbulkan dari kerusakan yang terjadi; dan

bukti lunas pajak Bumi dan bangunan terakhir dikecualikan untuk

reklame insidentil.

(2) Permohonan pengajuan izin reklame insidentil di ajukan minimal 3 (tiga)

hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Persyaratan teknis Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b
terdiri atas :

a. foto atau gambar bangunan Reklame dikecualikan untuk reklame

insidentil;

b. foto atau gambar atau desain Materi Reklame;dan

c. peta Lokasi atau Gambar Denah Titik Reklame.



Pasal 11

(1) Tanda Pengesahan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) bulan
berikutnya.

(2) Izin penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1
(satu) tahun berikutnya.

Pasal 12

Izin penyelenggaraan reklame tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan
kepada pihak lain dengan cara apapun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 13

Izin penyelenggaraan reklame dapat diperpanjang apabila :
a. telah melengkapi persyaratan administrasi dan teknis;
b. telah membayar pajak reklame.

Pasal 14

(1) Untuk memperpanjang waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud
dalam pasal 13, setiap penyelenggara reklame harus mengajukan
permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
jangka waktu izin tersebut telah berakhir;

(2) Apabila sampai batas waktu 7 (tujuh) hari setelah masa izin berakhir tidak
mengajukan perpanjangan izin maka Reklame tersebut akan dilakukan
penertiban.

BABV
PERUBAHAN PENYELENGGARA DAN MATERI REKLAME

Pasal 15

(1) Perubahan penyelenggara untuk jenis reklame permanen harus
diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Dalam hal terjadi perubahan penyelenggara reklame sebagaimana diatur
dalam ayat (1), maka penyelenggara reklame harus mengajukan



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan
Izin Penyelenggaraan Reklame.

Perubahan materi reklame untuk jenis reklame permanen harus
diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
dapat dilakukan :

a. dalam masa pajak berjalan;dan

b. dengan kategori, ukuran dan sebangun dengan materi sebelumnya;
Dalam hal terjadi perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a dan huruf b akan dikenakan biaya tambahan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Walikota tentang Nilai Sewa Reklame.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

Walikota berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada orang atau

badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan (4), Pasal 5, Pasal 6

ayat (1) dan (2) huruf a dan ¢, Pasal 7 ayat (1).

Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain :

a. Peringatan tertulis;

b. Pencabutan SIPR;

c. Pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau penempelan
stiker objek pajak daerah menunggak;dan

d. Pembongkaran reklame.

Dalam hal penyelenggaraan reklame permanen tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (3) dan (4), maka Perangkat

daerah vyang berwenang melaksanakan tugas dibidang Reklame

memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari kalender kepada Penyelenggara

Reklame uniuk melakukan pembongkaran materi reklame.

Apabila Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran

sebagaimana ayat (3), maka Walikota berwenang membongkar

bangunan/materi reklame atas biaya Pemerintah Daerah.

Izin penyelenggara Reklame Permanen dapat dicabut apabila :

a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah;

b. diadakan perubahan pada reklame yang menyimpang dari ketentuan

vang dicantumkan dalam surat izin;



(6)

(7)

(1)

(2)

¢. penyelenggara Reklame tidak mematuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3)
huruf b:dan
d. penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban pasal 6 ayat (1) dan
(2) huruf a dan huruf c.
Sebelum pencabutan izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) Badan
Pendapatan Daerah terlebih dahulu memberikan surat peringatan tertulis
kepada Penyelenggara Reklame dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari.
Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) berakhir dan
penyelenggara Reklame belum menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Walikota ini, DPMPTSP melakukan pencabutan izin
Penyelenggara reklame berdasarkan rekomendasi dari Badan Pendapatan
Daerah dan selanjutnya materi reklame akan dibongkar permanen oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Penyelenggara Reklame Insidentil yang tidak memenuhi pasal 3 ayat (3)
dan (4), pasal 5, pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a dan c, pasal 7 ayat (1)
dilakukan penertiban.

Penertiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan
Pendapatan Daerah tanpa surat pemberitahuan terlebih dahuh.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Terhadap Izin Penyelenggaraan Reklame dan pajak reklame yang telah di
terbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan masih tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya masa IPR atau masa pajak reklame.



BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendar
Pada tanggal 18 - ¢ _ 2020

Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal 8- 5~ 2020
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